- LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BOGOR

Nomor: 11 Th. 1997 Seri: D

PERATURAN DAERAH EKABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 4 TAHUN - 1997

TENTANRNG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR,

Menimbang : &. bahwa Organisasi dan Tata EKerja
Dinas Perkebunan FKabupaten Daerah
Tingkat II Bogor telah ditetapkan
denganu Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor Nomor 7
Tahun 1992 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabu-—
paten Daerah Tingkat II Bogor:

s b. bahwa ...
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bahwa dengan telah ditetapkannva
EKeputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perkebunan Daerah dan Radiogram
Menteri Dalam Negeri Romor 061/
2674/5d perihal Penetapan Pola
Organisasi Dinas Perkebunan Kabu-
paten aerah Tingkat 1II Bogor
dalam Pola Maksimal, maka Organi-
sas’® dan tata kerja Dinas Perke—
bunan Kabupaten Daerah Tingkat I1
Bogor perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan rpertimbangan
huruf a dan b di atas, maksa
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perkebunan Kabupaten Daerah Tinzo-
kat I1 Bogor perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah Eabu-
paten dalam Lingkungan Jawa Barat
{(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 8);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok—pokok Pemerintahan

PDi Daerah _ ..
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Di Daerah (Lembaran Negara Repu—
blik Indonesia Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 303733

Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indone—
sia Nomor 55 Tahun 1974, Tam—

" bahan Lembaran NHegara Republik

Indonesia Nomor 3041);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982
tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1992 Nomor 46, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3478);

Peraturan Pemerintah Nomor 64
Tahun 1957 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah Pusat
di Lapangan Perikanan Laut, Kehu-
tanan dan Karet Rakyat kepada
Daerah—Daerah Swatantra Tingkat I
(Lembaran NRegara Republik Indone—
sia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1400);

Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1975 tentang Penyerahan S€—

bagian ---
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bagian Urusan Pemerintah Pusat
dibidang Perkebunan Besar kepada
Daerah Tingkat I {(Lembaran Regara
Republik Indonesia Tahun 1975 No-
mor 30, Tambahan Lembaran Negarsa
Republik Indonesia Nomor 3060);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1988 tentang Xoordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah
{Lembaran Negara Republik Indone-
sis Tahun 1988 KRomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik. Indonesia
Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 18982 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah dengan Titik Berat
pada Daerah Tingkat I1 (Lembaran
Negara Republikx Indonesia Tahun
1992 Nomor 77, Tambahzn ILembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3487);

Reputusan Menteri HNegara Pendayva-—
gunaan Aparatur Negara Nomor 21
Tahun 1980 tentang Pedoman dan
Proses Pembeatukan atau Penyempur—
naan EKelembagaan 4di Lingkungan
Instansi Pemerintah Pusat, Perwa—
kilan Republik Indonesia d4i Luar
Negeri dan Pemerintah 4di Daerah:

10. EKeputusan ...
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Keputusan Menteri Dalsm Negeri
Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pola
Organisasi Dinas—dinas Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Hegeri
Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dJdan Peraturan
Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 85 Tahun 1983 tentang
Pengundangan Peraturan Daerah dan
atau Keputusan Kepala Daerah Lewat
Tengegang Waktu Pengesahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola
Organisasi Pemerintah Daerah dan
Wilayah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perkebunan Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Barat Nomor 10
Tahun 1990 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan
dibidang Perkebunan kepada Peme-
rintah Daerah Tingkat I1;

- 16. Eeputusan ...
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Keputusan Gubernur EKepala Daerah
Tingkat 1 Jawa Barat Homor 45
Tahun 1995 tentang Pedoman Penyu-
sunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas/Badan/Lembaga Daerah
Tingkat I1 di Jawa Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor KRomor 1/Ps._003/
DPRD/1977 tentang Tata Cara Mewm—
buat Peraturan Daeralh can Mener—
bitkan Lembaran Dacrahj;

Peraturan Daerah Tingkat I1 Bogor
Nomor 6 Tahun 1892 tentang Pemben-
tukan Dinas Perkebunan Xabupaten
Daerah Tingkat I1 Bogor.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EKabupaten Daerah Tingkat 11 Bogor

MEMUTUGSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH EKABUPATEN DAERAH
TINGEAT II BOGOR TENTANG ORGANIGASGI
DAN TATAXERJA DINAS PERKEBUNAN EKADU-
PATEN DAERAH TINGEAT 11 BOGOR.

BAB I ...



BAE 1
EETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang
dimaksud dengan -

Daerah adaliah F
Tingkat 11 Bogor;

Pemerintah Daerah adalah Pemerin-
tah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Bogor;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati
Kepala Daerah Tingkat 11 Bogor;

Peraturan Daerah adalah Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Bogor;

Dinas adalah Dinas Perkebunan
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bogor:
Kepala Dinas adalah EKepala Dinas
Perkebunan Kabupaten Tingkat 11
Bogor;

Cabang Dinas adalah Cabang Dinas
Perkebunan EKabupaten Daerah Ting-

kat 11 ...



Lttt

e

h.

—8—

kat 11 Bogor yang mempunyvai wi-
layah kerja meliputi satu atau
beberara Kecamatan dalam Wilayvah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah
Unsur Pelaksana Teknis Dinas
Perkebunan Kabupaten Daerah Ting-
kat II Bogor vang melaksanakan
sebagian tugas teknis operasional
tertentu di lapangan, selanjutnya
disebut UPTD;

Relompok Jabatan Fungsicnal adalah
kelompok Pegawai Negeri Sipil vang
diberi tugas, wewenang dan hak
secara penuh oleh prejabat wvang
berwenang untuk melaksanakan
kegiatan yang sesuai dengan profe-
sinya dalam rangka kelancararn
tugas Pemerintah Daerah.

BAB 1I
KEDUDUKAN, TUGAS POKUK DAN FUNGSI
Bagiann Pertams
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas adalah unsur pelaksansa

Pemerintah Daerah dibidaug perke-

bunan ...

€@



bunan.

(2) Dinas dipimpin oleh EKepala Dinas
vang berada dibawah dan ber—
tanggungjawab kepada Bupati
Eepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3
Dinas mempunyai tugas pokck nelaksa—
nakan sebagian urusan rumah tangga
Daerah dibidang perkebunan dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada
Pemerintah Daerah dibidang perke-—
bunan. Co
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Untuk menvelenggarakan tugas pokok
tersebut pada pasal 3 Peraturan
Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan teknis operasional
dibidang perkebunan yang meliputi

bimbingan dan pembinaan produksi,

penyuluhan _ ..
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penyuluhan, usaha tani, pengem-
bangan dan perlindungan tanaman;

b. pelaksanaan teknis fungsional
dibidang perkebunan berdasarkan
kebijakan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat 1 Jawa Barat;

c¢. pelaksanaan pelayanan teknis
administratif ketatausahaan yang
meliputi keuangan. kcpegawaian
serta penyusunan rencana dan
prograw kegiatan Dinas.

BAS Til
ORGANIGSASI
Bagiah.Pettama
Unsur Orgasnisasi
Pasal 5
Unsur organisasi Dinas terdiri atas :
a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;

b. Pembantu Pimpinan, adalah Gub
‘Bagian Tata Usaha;

c¢. Pelaksana __._
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c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang
Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas
dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
1 Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Spsunan Organisasi Dinas terdiri
atas:

a. EKepala Pinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha, memba-—
wahkan -

3 1.- Urusan Perencanaan;
2. Urusan Kepegawaian;
3. Urusan Keuangan:

4. Urusan Umum.

c. Seksi Pengembangan, membawah-
kan -

1. Sub Seksi Penyiapan dan
Pemantapan Lahanj;
2. Sub Seksi Diversifikasi;

3. Sub Seksi ...
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3. Sub Seksi Perluasan dan
Peremajaan;

4. Sub Seksi Intensifikasi dan
Rehabilitasi.

Seksi Penyuluhan, membawahkan:

1. Sub Seksi Tata Penvuluhang
2. Sub Seksi Kelembagaan,
Tenaga dan Sarana.

Seksi Produksi, membawahkan -

1. Sub Seksi Bahan Tanaman:
2_ Sub Seksi Tanaman Tahunan;
3. Sub Seksi Tanaman Semusim;
4_ Sub Seksi Alat dan Mesin.

Seksi Usaha Tani, membawahkéh:

1. Sub Seksi Sumber Daya;

2. 5ub Seksi Perijinang;

3. Sub Seksi Bimbingan Usaha:

4. S5ub Seksi Pengolahan dan
Pemasaran.

Seksi Perlindungan Tanaman,
membawahkan -

1. Sub Seksi Sarana Perlin-
dungan Tanaman;

2. Sub Seksi ...
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2  Sub Seksi Pengamatan dan
Peramalan Organisme Peng—
ganggu Tanaman;

3. Sub Seksi Pengendalian
Organisme Pengganggu Ta-
naman;

4. Sub Seksi Konservasi Tanah
dan Air.

L. Cabang Dinas;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

5. Eelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas

sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Daerah ini

merupakan bagian Yang tidak

tevrpisahkan.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1

EKepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan Dinas dalam melaksana-—

kan sebagian ...
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kan sebagian urusan rumah tangga
Daerah dibidang perkebunan serta
tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

(3) Sub Bagian Tata Usaha mmempunyai
tugas pokok melaksanakan pengelo-—
laan urusan perencanaan, EKepega-—
waian, kenangan dan uruvsan UHim.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas

. pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pasal ini Sub Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan renca-
na, program dan pelaporan
serta pembinaan organisasi dan
tata laksana;

b. pelaksanaan pengelolaan admi-
nistrasi kepegawalan;

c. pelaksanaan pengelolaan admi-
nistrasi keuangan;

d. pelaksanaan ...



(3)

(1)

(2
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d. pelaksanaan pengelolaan dan
rengurusan perlengkapan, rumash
tangga dan surat-—menvurat.

Sub Bagian Tata Usaha, meambawah—
kan :

a. Urusan Perencanaan:
b. Urusan Kepegawaian;
¢. Urusan Keuangan;

d. Urusar Umum.

Pasal @

Urusan Perencanaan mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengum-—
pulan dan pengoclahan serta
evaluasi data serta menyusun
rencana dan program kerja inas.

Untuk menyelenggarakan tugas
rokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Urusan Peren-
canaan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengumpulan, peng—
olahan serta evaluasi data dan
statistik;

b. penyiapan bahan penyusunan

rencana dan program kerja
dinas serta pelaporan:

C. penyiapan ...
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c. penyiapan bahan pedoman oOIr-—
ganisasi dan tata laksana Dinas.

Pasal 10

Urusan Kepegawalian mempunyail
tugas pokokaelaksanakan pengelo—

laan administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Urusan Kepe-
gawaian_mempunyai fungei :

a. penyiapan Lwahan penyusunan
rencana kebutuhan dan pengem-—
bangan serta kesejahteraan pe—
gawail;

b. penyiapan bahan penyusunan
rencana mutasi pegawalis;

¢c. pelaksanaan layanan adminis-—
trasi kepegawaian.

Pasal 11
Urusan Keuvangan mempunyal tugas
pokok me laksanakan penyiapan

bahan rencana anggaran penda—
patan dan belanja dinas serta

pengelolaan --.
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pengelolaan administrasi ke-—
uangan.

Untuk menvelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Urusan
Keuangan mempunyal fungsi -

a. menviapan bahan penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dinas;

b. pelaksanaan pengelolaan admi-
nistrasi keuangan.

Pasal 12

Urusan Umum mempunyai tugas pokok
melaksanakan vengelolaan urusan
surat-menyurat, kearsipan, urusan
rumah tangga dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayalt (1) pasal ini, Urusan U
mempunyai fungsi:

a. pelaksansun pengelolaan surat-

. menyurat, kearsipan, kerumah—
tanggaan dan adiministrasi
perjalanan dinas;

b. pelaksanaan - .-
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b. pelaksanaan urusan perleng-
kapan, pemeliharaan kantor dan
inventarisasi;

¢. pelaksanaan pengelolaan urusan
hubungan masyarakat dan kepro—
tokolan.

Paragraf 3
Seksi Pengembangan
fasal 13

(1) Seksi Pengembangan mempunyal
tugas pokok melaksanakan pe-
nyusunan petunjuk teknis dan
penbinaan, penyiapan dan peman-—
tapan lahan, diversifikasi,
perluasan dan peremajaan serta
intensifikasi dan rehabilitasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Seksi Pengem—
bangan mempunyal fungsi :

a. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis pembinaan
penyiapan dan pemantapan lahan
perkebuman;

b. pelaksanaan ...
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bH. pelaksanaan dan penvusunan
petunjuk teknis diversifikasi;

c¢. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk tekunis pembinaan per-—
luasan dan peremajaan tanaman
rerkebunan;

d. pelaksanaan penyusunan dan
netvnjuk tekris pembinaan
intensifikasi dan rehabilitasi
tanaman perkebunan.

Seksi Pengembangan, membawahkan ¢

a. Sub Seksi Penyiapan dan Peman—
tapan Lahanj;

b. -Sub Seksi Diversifikasi;

c. Sub Seksi Perluasarn dan Pere-

majaans;
d. Sub Seksi Intensifikasi dan
Rekabilitasi. ‘

Pasal 14

Sub Seksi Penyiapan dan Peman-—
tapan Lahan mempunyal tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan
petunjuk teknis pembinaan,
penyiapan dan pemantapan lahan
tanaman perkebunan.

(2) Untuk ...
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Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Penyiapan dan Pemantapan nmem—
punyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data hasil
inventarisasi dan indentifika -
si lahan tanaman;

b. penyvispan bahan penyusunan
petunjuk teknis pembinaan
penyiapan lahan tanaman perke—
bunan;

¢c. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pembinaan
pelaksanaan pemantapan lahan
tanaman perkebunan._

Pasal 156

Sub Seksi Diversifikasi mempunyail
tugas pokok menyiapkan bahan
penyusunan teknis pembinaan
diversifikasi.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Diversifikasi mempunyai fungsi :

a. pengumpulan ...
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a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data diversifi-
kasi tanaman;

b. penyviapan bahan penyusunan
pretunjuk teknis kegiatan
diversifikasi tanamanj;

Cc. penyiapan bahan pembinaan dan
bimbingan teknis diversifikasi
tanaman perkebunan yang di-
usahakan rakvat maupun oleh
perusahaan perkebunan.

Pasal 16

Sub Sekei Perluasan dan Perema-—
Jaan mempunyai tugas pckok
menyiapkan bahan penyusunan
petunjuk teknis pembinaan per-
luasan dan peremajaan tanaman
perkebunar .

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini Sub Seksi
Perluasan dan Peremajaan wmem-—
punyai fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data hasil

inventarisasi ...
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inventarisasi dan identifikasi
rerluasan dan peremajaan lahan
tanaman;

b. penyiapan bahan pretunjuk
teknis pembinaan perluasan
tanaman perkebunan;

¢. penyiapan bahan penyusunan
petunjukx teknis pembinaan
reremajaan tanaman perkebunan.

Pasal 17

Sub Seksi Intensifikasi dan
Rehabilitasi mempunyai tugas
pokok menyiapkan bahan penyvusunan
petunjuk  teknis pembinaan inten—
sifikasi dan rehabilitasi tanaman
perkebunan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas

pokok sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1) pasal ini Sub Seksi
Intensifikasi dan Rehabilitasi
mempunyai fungsi -

a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data hasil
intensifikasi dan rehabiljitasi
tanaman perkebunan;

b. penyiapan ...
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b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pembinaan
intensifikasi tanaman per—
kebunan;

¢c. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pembinaan
rehabilitasi tanaman per-
kebunan.

Paragraf 4
Seksi Penyuluhan
Pasal 18

Seksi Penyuluhan mempunyal tugas
pokok melaksanakan penyusunan
petunjuk teknis pembinaan tata
penyulnhan serta pendayagunaan
kelembagaan, tenaga dan sarana.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
avat (1) pasal ini, Seksi Penyu-
luhan mempunyal fungsi -

a. pelaksanaan dan penyasunan
petundvk tekris tata penyu-
luvhan;

b. pmelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis pendayagunaan

tenaga ...

&
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tenaga penyuluh, sarana penyu—
luhan dan pengembangan kelem—
bazaan tani.

Seksi Penyuluhan, membawahkan :

a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
b. Sub Seksi EKelembagaan, Tenaga
dan Sarana.

Pasal 16

Sub Seksi Tata Penyuluhan mem-
punvai tugas pokok menyviapkau
bahan penyusunan petunjuk teknis
tata penyuluhan.

Untuk menvelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi
Tata Penyuluhan mempunyail fungsi:

a. pengumpulan dan r=2ngolahan
serta evaluasi data pelaksa-—
naan program penyuluhan:

b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis tata penyu-
luhan;

Pasal 20

Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan
Sarana mempunyai tugas pokok

menyiapkan ...
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menyiapkan Lahan penyusunan
petunjuk teknis dan bahan pembi-
naan kelembagaan, tenaga dan
sarana penyuluhan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Kelembagaan, Tenaga dan Sarana
mempunyai fungsi -

a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data kelemba-
gaan, tenaga dan- - Sarana
penyvuluhan;

b. penyiapan bahan materi penyu-
luhan dan menyebarkan serta
memberikan pelayanan teknis
dan administrasi kepada para
penyuluh dalam pembinaan
pengembangan kelembagaan tanij

¢c. persiapan bahan pembiagaan
kelembagaan dan sarana penyu-
Juhan.

Paragraf 5

Sek=i1 Produksi
Pasal 21
(1) Seksi Produksi mempunyai tugas

pokok ...
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pokok wmelaksanakan penyusunan
petunjuk teknis pembinaan peng-
adaan bahan tanaman, tanaman
tahunan, tanaman semusim dan
penggunaan alat serta mesin.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok scbagaimana dimaksud pada
ayvat (1) pasal ini, Seksi Produk-
si mempunyai fungsi -

a. pelaksanaan dan penyusunan
retunjuk teknis bimbingan
rengadaan bahan tanaman;:

. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis pembinaan
tanaman tahunan;

relaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis pembinaan
tanaman semusing

@]
0

d. pelaksanaan dan penyusunan
retunjuk teknis pembinaan
rengadaan alat dan mesin.

Seksi Produksi, membawahkan -

a. Sub Seksi Bahan Tanaman;

‘. Sub Seksi Tanaman Tahunan;

¢. Sub Seksi Tanaman Semusim;
3. Gub Seksi Alat dan Mesin.

Pasal ...

-
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Pasal 22

Sub Seksi Bashan Tanaman menpunyal
tugas pokok menyiapkan bahan
penyusunan petunjuk teknis pembi—
naan pengadasan benih/bahan ta-
naman .

Untuk melaksanakan tugas rokok
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Sub Seksi Bahan
Tanamar mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data k=butuhan
benih/bahan tanamanj;

b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pembinaan
pengadaan benih/bahan tanaman
serta penangkar benih tanaman
perkebunan;

¢. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pengawasan
mutu dan sertifikasi benih/
bahan tanaman.
Pasal 23

Sub Seksi Tanaman Tahunan mem-—
punyal tugss pokok meny lapkan

bahan ...
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bpahan penyusunan petunjuk teknis
pembinaan budidaya tanaman ta—
hunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada avat
(1) pasal ini, 5S5ub Seksi Tanaman
Tahunan mempunyail fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data pelaksa-
naan budidayva tanaman tahunan;

b. penviapan bahan penvusunan
petunjuk teknis pembinaan
budidaya tanaman tahunan;

¢. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk tekuis pengolahan dan
rengawasan kesuburan serta
produktivitas tanah.

Pasal 24

Sub Seksi Tanaman Semusim men—
punyai tugas pokok menviapkan
bahan penyusunan petunjuk teknis
bimbingan budidaya tanaman semo—
Sim.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas

rokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ...
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ayvat (1) pasal ini, Sub Seksi
Tanaman Semusim mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data budidaya
tanaman semusim;

b. penyiapan bahan penyusunan
retunjuk teknis pembinaan
teknis budidaya tanaman semu-—
sim;

C. penyiapan bahan penyusunan
retunjuk teknis pengolahan dan
prengawasan kesuburan dan pro-
duktivitas tanah.

Pasal 25

Sub Seksi Alat dan Mesin mem-
runyai tugas pockok menyiapkan
bahan penyusunan petunjuk teknis
penggunaan alat dan mesin serta
pengkajian penerapannva.

Untuk menyvelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Alat dan Mesin mempunvai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data kebutuhan

peralatan ...
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peralatan, mesin dan sarana
pengolahan:

b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pembinaan
renyebaran prototipe alat
dan mesin yang telah direko-
nmendasikarn;

renyiapan bahan penyusunan
retunjuck teknis pembinaan
percobaan alat dan mesin serta
pengkajian penerapannya.

@]
'

Paragraf 6
Seksi Usaha Tani
Pasal 26

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas
pokok melaksaonakan pembinaan dan
renyasunan petunjuk teknis penge-—
lolaan sarana sumber daya, per-—
iJinan, bimbingan wusaha serta
pengolahan dan pemasaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimakoud pada ayat
(1) pasal ini, Seksi Usaha Tani
mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan ...
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pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis pemanfaatan
sumber dayaj;

&

b. pelaksanaan dan penyusunan
retunjuk teknis perijinan;

@]
'

pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis bimbingan
usahas

3. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis pengolahan dan
Pemusaran -

Seksi Usaha Tani, membawahkan :

a. Sub Seksi Sumber Dayaj;

b. Sub Seksi Perijinan;

c. Sub Seksi Bimbingan Usahaj;

d. Sub Seksi PFPengolahan dan
Pemasaran.

Pasal 27

Sub Seksi Sumber Daya mempunyai
tugas pokok menyviapkan bahan
penyusunan petunjuk teknis pembi-
naan sarana sumber daya.-

Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini ...
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(1) pasal ini, Sub Seksi Sumber
Daya mempunyai fungsi -

a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data peman-
faatan sumber daya;

b. penyiapan bahan petunjuk tek—
nis pembinaan dan bimbingan
remanfaatan sumber dayva yang
cikaitkan dengan analisis
dampsak lingkungan:

Cc. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pengawasan
pemanfaatan sumber daya yang
dikaitkan dengan analisis
dampak lingkungan.

Pasal 28

Sub Seksi erijinan mempunya.
tugas pokok menyiapkan bahan
renyusunan petunjuk teknis dan
pelayanan serita pengelolaan
perijinan usaha perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Sub Seksi Per-—
ijinan, mempunyai fungsi -

a. pengumpulan _._._

vE B
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&. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data ijin usaha
rerkebunan;

b. penyviapan bahan penyusunan
petunjuk teknis = pelaksanaan
pelayvanan informasi perijinan;:

c. penyiapan bahan penyusunahn
retunjuk teknis pengelolaan
ijin usaha perkebunan.

Pasal 29

Sub S5eksi Bimbingan Usaha mem—
punyai tugas pokok menyiapkan
bahan penyusunan petunjuk teknis
bimbingan usaha perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) pasal ini, 5ub Seksi Bim-
bingan Usaha mempunyai fungsi -

a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data usaha
perkebunan;

b. penyiapan bahan penyusunan

petunjuk teknis bimbingan
kelembagaan dan agrobisnis:

¢. penyiapan ...
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c. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis penyebaran
informasi manajemen usaha
perkebunan._

Paszl 30

Sub Seksi Pengolashan dan Pemacar—
an mempunyail tugas pokok menviap-
kan bahan penyusunan petunjuk
teknis dan bimbingasn perngolzhan
serta remasaran hasil perkebunan.

Untuk melzksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Sub Seksi Peng-
olahan dan Pemasaran mempunyai
fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan serta
evaluasi data hasil pengolahan
dan pemasaran hasil perke-—
bunan;

b. penyiapan bahan penyusunan
retunjuk teknis bimbingan
kegiatan pengembangan pemasar—
an hasil-hasil perkebunan;

¢. penyviapan bahan penyusunan dan
retunjuk teknis informasi
pemasaran hasil perkebunan

dan standarisasi ...
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dan standarisasi mutu hasil
rerkebunan.
Paragraf 7
Seksi Perlindungan Tanzman

Pasal 31

(1) Seksi Perlinduongan Tanaman mem-—

(2)

punyai tugas pokok melaksanakan
pembinaan dan penyusunan petunjuk
teknis penggunaan sarana . perlin-
dungan tanaman, pengamatan dan
peramalan organisme pengganggu
tanaman, pengendalian organisme
penggangguy btanaman, konservasi
tanah dan air.

Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Seksi Perlindungan
Tanaman mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan Ppenyusunan
petunjuk teknis bimbingan
pengadaan dan pemanfaatan
sarana perlindungan tanaman;

b. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis pengamatan dan
peramalan organisme pengganggu
tanaman;

c. pelaksanaan ...
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relaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis pengendalian
organisme pengganggu tanaman;

3

d. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis pembinaan
konservasi tanah dan air.

Seksi Perlindungan Tanaman,
membawahkan -

1. Sub Seksi Sarana Perlindungan
Tanaman; .

2. Sub Seksi Pengamatan dan
Peramalan Qrganisme Pengganggu
Tanamanj;

3. Sub Seksi Pengendalian Or-
ganisme Pengganggu Tanaman;

4_ Sub Seksi Konservasi Tanah dan
Air. '

Pasal 32

Sub Seksi Sarana Perlindungan
Tanaman mempunyai tugas pokok
menyiapkan babhan penyusunan
petunjduk teknis pembinaan pengga-
naan bahan dan peralatan perlin-
dungan tanaman.

Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini ...
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(1) pasal ini, Sub Seksi Sarana
Perlindungan Tanaman mempunyai
fungsi -

a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data kebutuhan
bahan dan peralatan perlin-
dungan tanaman;

b. penyiapan bahan penyusunan
reftunjuk teknis pembinaan
pengadaan dan penggunaan bahan
dan peralatan reriiduangan
tanaman _

Pasal 33

Sub Seksi Pengamatan den Pe-—
ramalan Organisme Pengganggu
Tanaman mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan
petunjuk teknis pemhinaan, peng—
amatan dan peramalan organisme
rengganggn tanaman perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada avat
(1) pasal ini, Sub Seksi Peng-
amatan dan Peramalan Organisne
Pengganggu Tanaman mempunyai
fungsi :

a. pengumpulan ...
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5. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data kegiatan
Pengamatan dJdan peramalan
organisme pengganggu tanaman
perkebunan;

b. penyiapan bahan penyusunan
retunjuk teknis pembinaan
kegiatan pengamatan organisme
pengganggu tanaman perkebunan:

€. penyiapan bsahan penyusunan
retinjuk teknis rembinaan
kegiatan peramalan organisme
pengganggu tanaman perkebunan.

Pasal 34

Sub Seksi Pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman mempunyai
tugas pokok menyiarpkian bahan
PEnyusunan retunjuk teknis
pengendalian organisme pengganggu
tanaman perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Sub Seksi Pengen-—
dalian Organisme Pengganggu
Tanaman mempunyai fungsi -

a. pengumpulan dan pengolahan
serta evaluasi data hasil

pengendalian ...

x5



N
]
e

(2)

-30-

pengendalian organisme peng—
ganggu tanaman perkebunan;

b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pembinaan
kegiatan pengendalian organis-—
me pengganggu tanaman perkebu-
nan;

Cc. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis bimbingan,
prengawasan pengendalian or-—
ganisme pengganggu . tanaman
rerkebunan.

Pasal 35

Sub Seksi Eonservasi Tanah dan
Air mempunval tugas pokok
menyiapkan bahan penvusunan pe-—
tunjuk teknis kelestarian tanah
don alir.

Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Sub Seksi Konser-—
vasi Tanah dan Air mempunyai
fungsi -

a. pengumpulan dan pengolahan

serta evaluasi data pelaksa—
naan konservasi tanah dan air:

b. penyiapan ...
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b. penyiapan hahan penyusunan
pedoman operasional periin-
dungan tanaman yang dikaitkan
dengan konservasi tanah dan
air.

Paragraf 8
Cabang Dinas
Pasal 36
Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Cabang Dinas akan diatur kemu-
dian sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Paragraf S
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 37
Pembentukan, Organisasi dan Tata
Eerja UPTD akan diatur kemudian
sesuai dengan ketentuan yang berlakua.
Paragraf 10
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 38
(1) Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyal ---
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mempunyvai tugas pokok melaksana—
kan sebagian kegiatan dinas
secara profesional sesusi dengan
kebutuhan.

Eelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, dalam melaksanakan
tugas rpokoknyva hertangsgungjawab
kepada EKepala Dinas.

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud Pasal 38
Peraturan Daerah ini, terdiri
atas sejumlah tenaga dalam
Jenjang Jjabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannva.

Setiap kelompok tersebut pada
ayat (1} pasal ini, dipimpin oleh
seorang yang ditunjuk diantara
tenags Tungsional wyang ada di
lingkungan Dinas.

Jumlah Jabatan fungsional terse-—
but pada ayat {1) pasal ini
ditentukan berdasarkan sifat,
jenie, kevutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan ...

]
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Jenis dan Jjenjang Jjabatan fung-
sional tersebut pada ayat (1)
rasal ini diatur sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

BAB 1V
TATA KEKERJA
Bagian Pertams

Umum

Pasal 40
Hal-hal yang menjadi tugas pokok
Dinas merupakan satu kesatuan
vang satu sama lain tidak dapat
dipisahkan.

Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai
Pelaksana Pemerintah Daerah dibi-
dang perkebunan, kegiatan opera—
sionalnya diselenggarakan oleh
Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan

" Kelompok Jabatan Fungsional

(3>

menurut bidang tugas masing-
masing.

Kepala Dinas baik taktis opera-—

sional maupun teknis administra—
tif berada dibawah dan ber-

tanggungjawab ...
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tanggungjawab kepada Bupati
Zepala Daerah dan dalam me 3
nakan tugas pckoknya maenyelengga-
rakan hubungan fu

Setiap pimpinan satuan or anisasi
di 1i onin—

by
ngkungan Dinas, wadi
pin dan memberikan bI
serta petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan.

Bagian Redua

Pelaporan

Kepaola Dinas wajib memperikan

soran: btentang pelaksanaan
asnya secaras Leratur Selas
=z itepat pada wakbtunya kepadas
upati Kepala Daerah.

-
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Seiiap pimpiran satusn organisasi
3 R S TSI oy e 3 -
a3 lingkungan Dinas waJib meng
Lo Ao oAy 3 o~ - .
ikuti dan mematuhi petunjuk dan

boertangoungjawady kepada atasannya
masing masing sScrta memberikan
laporan tepat pada waktunva.

3
gunakan sebagail ba}‘zan perugﬁ—

bangan
memberi
pawalian .

i lanjut dan untuk
ikan rctunjuk kepada

Pengaturan mengcnalil jenis laporan
dan cara penyampalannya berpedo-
man kepada ketentuan yvang berla-
ku.

Dalam hal Kepsla Dinas berha—
langan, Kepala Dinas dapalt menun-
juk Kepalaz Sub Bagian Tata Usaha.

Dzlam hal Kepala Subk Bagian Tata
Usaha berhalangan, maka  Kepala

Dinas ...

on
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Dinas dapat menunjuk salah
secrang Kepala Seksi.

BAB V
KEPEGAWATIA AR
Pasal 43

Kepala Dinas diangkat dan diber-—
hentikan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat atas
usul Bupati Kepala vaerah.

Kepala Dinas berkewajiban dan
bertanggungjawab dalam menyiapkan
bahan rancangan kebijakan Bupati
Kepala Daerah dibidang kepega-
walan.

Pejabat-pejabat lainnyva diuling—
kungan Dinas dia~gkat dan diber-
hentikan oleh pejabat vang berwe-—
nang sesuai dengan ketentuan vang
berlaku.
BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggar-—

an

Pendapatean darn Belanja Daerah

Kabupaten ...
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EKabupaten Daerah Tingkat 11 Bogor
serta penerimaan sumber lain vang
sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Hal-hal vang belum cukup dialur dalam
Peraturan Daerah 1ini, sepandang
mengenai teknis pelaksanaannyd akan
diatur lebih lnitvt Azlam Kepubtusan
Bupati Kepala Daerah.

Pasal 46

Dengan ber lakunya Peraturan Daerah
ini, Peraturan Daerah ¥Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Bogor Nomor 7 Tahun
1992 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Bogor, d4diny atakan
tidak berlaku. ' ‘

Pasal 47

Peraturan Daerah 1inil malai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengeta—
huinva, memer intahkan pengundangan

Peraturan ---
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Pada tanggal
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Peraturan Daerah ini dengan menempabt—
kannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat I1 Bogor.

CIBINOCNG
30 Januari 1997

LR R

SewAN PERWAEILAN RAXYAT
EABUPATEN DAERAH
TINGKAT 11 BOGOR

Ee tua,

t.t.4d.

H. ESO SUEKARSO

BUPATT EEPALA DAERAH
TIRGEAT II BOGUR,

t.t.4d.

H.M_EDDIE YOSC MARTADIPURA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat

Keputusan :
Nomor - 188_.342/1060-Huk /397
Tanggal - 11 Agustus 1997

Diundangkan
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Bogor
Nomor 13

D
Tanggal > 18 Agustus 1937
Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGEAT II
B OG

—_~ N %)

DRS. H. DADANG SOEEARIA, AK

Pembina Utama Muda
NIF. 480_.048_428
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